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ABSTRAK

Penelitian Perkembangan industri periklanan yang pesat telah membawa
dampak positif seiring dengan meningkatnya aktivitas pemasaran dan komunikasi
di berbagai sektor. Namun, fenomena baliho ilegal menjadi salah satu permasalahan
utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola ruang publik. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatur
baliho ilegal dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris, yang memfokuskan pada analisis
terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan baliho
ilegal di Kota Surabaya. Data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan,
dokumen hukum, dan wawancara dengan pihak terkait di Pemerintah Kota
Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut memberikan
landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi
permasalahan baliho ilegal. Penyelenggaraan reklame diatur dengan ketat melalui
mekanisme izin dan perijinan, serta sanksi yang tegas bagi pelanggar. Pemerintah
Kota Surabaya juga mengedepankan pendekatan persuasif dan preventif, seperti
sosialisasi peraturan, untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya
patuh terhadap peraturan tersebut. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi
Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatur baliho ilegal tidaklah ringan. Adanya
faktor-faktor eksternal, seperti minimnya kesadaran masyarakat, kurangnya
penegakan hukum yang konsisten, dan keberadaan praktik korupsi di sektor ini,
menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pengaturan reklame yang efektif.

Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk lebih memperkuat penegakan
hukum terhadap pelanggaran reklame ilegal, meningkatkan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai pentingnya patuh terhadap peraturan, dan memperkuat
kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya, pihak swasta, dan masyarakat dalam
menciptakan lingkungan publik yang bersih dan tertib. Selain itu, perlu juga
diperhatikan upaya pencegahan korupsi dalam pengawasan reklame di Kota
Surabaya.

Kata Kunci : Baliho Ilegal, Peran Pemerintah, Perda
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ABSTRACT

Research The rapid development of the advertising industry has brought
positive impacts along with increased marketing and communication activities in
various sectors. However, the phenomenon of illegal billboards is one of the main
problems faced by the government in managing public space. This research aims to
analyze the role of Surabaya City Government in regulating illegal billboards by
referring to Surabaya City Regional Regulation No. 5 of 2019 concerning the
Implementation of Billboards. The approach used in this research is an empirical
legal approach, which focuses on analyzing the laws and regulations related to the
regulation of illegal billboards in Surabaya City. The data used is sourced from
literature studies, legal documents, and interviews with relevant parties in the
Surabaya City Government.

The results show that the local regulation provides a strong legal basis for
the Surabaya City Government to overcome the problem of illegal billboards. The
implementation of billboards is strictly regulated through licensing and permit
mechanisms, as well as strict sanctions for violators. The Surabaya City
Government also prioritizes persuasive and preventive approaches, such as
socialization of regulations, to encourage public awareness of the importance of
complying with these regulations. Nonetheless, the challenges faced by Surabaya
City Government in regulating illegal billboards are not light. The existence of
external factors, such as the lack of public awareness, the lack of consistent law
enforcement, and the existence of corrupt practices in this sector, are obstacles in
achieving the goal of effective billboard regulation.

This study provides recommendations to further strengthen law enforcement
against illegal billboard violations, increase socialization to the public regarding
the importance of complying with regulations, and strengthen cooperation between
the Surabaya City Government, the private sector, and the community in creating a
clean and orderly public environment. In addition, it is also necessary to pay
attention to corruption prevention efforts in billboard supervision in Surabaya City.

Keywords: Illegal Billboards, Government Role, Local Regulation
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